
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nemer 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanaaulanzan Bencana. nerlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko
Bencana;

KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TAPIN,

TENTANG

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATI TAPIN
NOMOR 50 TAHUN 2021

Mengingat

Menimbang



7. Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tabun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4828);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telab diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
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15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan

Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

34;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RepUblik Indonesia TahUn

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2QOS NGmGT 42J TambBhan he.mbBl'Bn

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);
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Pasal2
Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 1, terdiri dari:
a. BABI PENDAHULUAN;
b. BABII KONDISIKEBENCANAAN;
c. BABIII PENGKAJIANRlSIKOBENCANA;
d. BABIV REKOMENDASI;dan
e. BABV PENUTUP.

Pasal1
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2017 -
2022 ditetapkan sebagairnana tercantum dalam Larnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RlSIKO
BENCANA.

MEMUTUSKAN:

Penanggulangan Bencana (Lernbaran Daerab
Kabupaten Tapin Tabun 2020 Nomor01);

Penye1enggaraantentang2020Tabun

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 01
Tahun 2012 tentang Pernbentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tabun 2012 Nomor01);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 01

16. Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nornor 02 Tahun 2012

tentang Pedornan Urnurn Pengkajian Risiko
Bencana;
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KABUPATENTAPINTAHUN~O~1 NOMOR 50BERITAOAE

MASY

202"

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 't~OktOber

Q£ ~ BUPATITAPIN,

l·~
\M.~PAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal "2 202 't

KABUPATENTAPIN,

Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Pasal3
Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan J)T(:)2TAm

dan kegiatan penanggulangan bencana diKabupaten Tapin.
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